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Sepanjang 2018, Indonesia berduka. Rentetan bencana alam terjadi
dan memakan korban yang tidak sedikit. Tidak terhindarkan, Indonesia
terletak di Lingkaran Api Pasifik dimana bencana berada tepat di
hadapan masyarakat Indonesia. Gempa dan tsunami yang terjadi di Palu
dan Donggala sepatutnya menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat
di Indonesia.

Kita perlu menyadari kenyataan jika Indonesia sendiri berada di atas
lempeng tektonik yang berpotensi menghasilkan gempa. Data dari Pusat
Studi Gempa Nasional menyebutkan jumlah sesar aktif di Indonesia pun
bertambah, pada tahun 2010 tercatat 81 sesar dan di tahun 2017 menjadi
295 sesar aktif.

Lalu bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan potensi bencana
yang tinggi. Ada beberapa hal yang menjadi fokus antisipasi bagi
kita bersama. Pertama, negara harus menghentikan segala bentuk
pembangunan yang bisa meningkatkan kerentanan seperti proyek
reklamasi, tambang di pesisir, ekspansi lahan mangrove menjadi
wilayah sawit atau tambak udang. Proyek Esktraktif dan Eksploitatif
meningkatkan kerentanan bencana dan menempatkan masyarakat
sebagai korban. Kedua, struktur bangunan yang ramah terhadap
bencana. Ketiga, pemerintah perlu untuk membangun hutan mangrove
di pesisir Indonesia. Keempat, sosialisasi tentang bencana dan jalur
evakuasi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Kabar Bahari Edisi Januari-Februari 2019 mencoba untuk merajut
cerita masyarakat pesisir ketika menghadapi bencana, apa yang harus
kita lakukan ketika bencana terjadi, dan bagaimana negara harus
menempatkan dirinya sebagai payung besar bangsa bahari dengan
kerentanan bencana yang cukup tinggi.

Pengetahuan masyarakat tentang Ombak Tiga, Bombetelu, atau pun
Smong seharusnya menjadi budaya tutur yang dihidupkan di desa-
desa pesisir Indonesia. Selain itu, Mangrove di Indonesia harus kembali
dipulinkan. Kita harus bersama-sama memperkuat ketangguhan
masyarakat pesisir dalam menghadapi bencana.

Salam Keadilan Perikanan!
Susan Herawati
Sekretaris Jenderal KIARA



BERLAYAR DI NEGERI
RENTAN BENCANA




KEMUDI

epanjang tahun 2018 Indonesia

menghadapi rentetan bencana

alam. Tsunami dan gempa di Palu
dan Selat Sunda adalah beberapa yang
terparah dan menelan banyak korban.

Apa yang bisa kita pelajari? Kenyataan geografis
Indonesia perlu kesiapan dini melalui pendidikan
kebencanaan dan upaya mitigasi. Kenyataan
soal paradigma pembangunan Kawasan pesisir
khususnya juga perlu berbenah dan berhenti
mengeksploitasi alam yang mempercepat dampak
bencana ekologis.

Indonesia terletak di kawasan Cincin Api Pasifik
atau Pacific Ring of Fire. Wilayah dalam Kawasan
tersebut memiliki potensi bencana alam lebih tinggi
dibandingkan dengan wilayah lain di luar Kawasan
Cincin Api. Berada di Cincin Api Pasifik artinya
Indonesia terletak di gugusan gunung api dan titik
pertemuan sejumlah lempengan bumi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
mencatat hingga 14 Desember 2018, setidaknya
terjadi 2.436 bencana alam di Indonesia. Tren
bencana meningkat selama satu dekade terakhir.
Longsor, banjir, ataupun puting beliung merupakan
jenis bencana tersering.

Dalam kaitan dengan wilayah dan masyarakat pesisir,
bencana alam telah menyebabkan ribuan orang
meninggal dunia, puluhan ribu rumah masyarakat
pesisir hancur, ratusan ribu perahu hilang, rusak,
dan ribuan masyarakat pesisir khususnya nelayan
kehilangan sumber penghidupannya.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, 737 desa
pesisir dilanda bencana longsor, 2651 desa pesisir
mengalami banjir, 307 desa pesisir diserang banjir
bandang, 790 desa pesisir dilanda gempa bumi,
6 desa pesisir dilanda tsunami, 1484 desa pesisir
dihantam gelombang pasang laut, 1422 desa pesisir
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diserang angin putting beliung, dan 54 desa pesisir terdampak gunung
meletus.

BencanaalamdipesisirIndonesia sepanjang 2018, diawalidengan gempa
di Lombok, Nusa Tenggara Barat di bulan Juli 2018; gempa dan tsunami
terjadi di Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018; dan
tsunami yang terjadi di Selat Sunda pada tanggal 22 Desember 2018.

Tsunami juga melanda Selat Sunda pada 22 Desember 2018 dan
menyebabkan 429 orang meninggal dunia, 14.075 orang mengalami
luka-luka, dan 36.923 orang harus mengungsi.

Pada saat bersamaan gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah juga
merenggut banyak korban. Berdasarkan data BNPB (Badan Nasional
Penanggulangan Bencana), kurang lebih 2.256 orang meninggal dunia
(Kota Palu 1.703 orang meninggal dunia, Donggala 171 orang, Sigi 366
orang, Parigi Moutong 15 orang, dan Pasangkayu 1 orang).

Setidaknya 1.309 orang dinyatakan hilang, 4.612 orang luka-luka, dan
223.751 orang mengungsi di 122 titik pengungsian. Perkiraan kerugian
dan kerusakan akibat bencana berdasarkan data per 20 Oktober 2018
mencapai lebih dari Rp 13,82 triliun.

Masyarakat paling terdampak terjangan tsunami adalah masyarakat
pesisir. Di Sulawesi Tengah, gempa dan tsunami membuat ribuan
masyarakat pesisir menjaditidak memiliki penghasilan selama setidaknya
6 bulan paska bencana.

Di Kota Palu, berdasarkan dari Serikat Nelayan Teluk Palu kurang lebih
300 dari 700 nelayan yang aktif harus kehilangan perahu dan alat
tangkap karena tersapu ombak tsunami. Lebih dari itu, desa mereka
lenyap disapu tsunami.

P} Bencana di Pesisir

Gempa dan Tsunami mengguncang Pasigala (Palu, Sigi dan Donggala)
pada 28 September 2018. Para penyintas gempa dan tsunami di Pasigala,
hari itu menyebut gempa terus mengguncang dengan intesitas sedang.

Itu adalah gempa terbesar yang melanda Pasigala, bermagnitudo 7,4
scala richter. Terjadi pada pukul 17.02 WIB di sekitar Donggala, Sulawesi
Tengah. 5 menit setelah gempa besar terjadi, BMKG mengeluarkan
peringatan tsunami pasca gempa. Namun pada pukul 17.37 WIB, BMKG
mencabut peringatan dini tsunami pasca gempa—alasan pencabutan
status dini tsunami salah satunya berangkat dari pengamatan saksi
mata yang salah satunya adalah staf BMKG, mereka melihat air naik dan



X0 XX
OO0

3 %
e R Edisi 26 | Januari - Februari 2019 |
..u\

tidak ada indikasi air surut. Namun gempa hari itu rupanya tergolong
supershear langka dan begitu rumit untuk diidentifikasi.

Benar saja, 18.02 WIB tsunami datang dengan lekas, masyarakat pesisir
Pasigala yang sebelumnya sudah merasa aman kemudian berhamburan
keluar dari rumah. Pusat gempa bumi atau episentrum berada di darat,
sekitar Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala. Pusat Data dan
Informasi KIARA dari hasil penelusuran di lapangan menunjukkan fakta,
terjadi beberapa ledakan di pesisir akibat dari gesekan lempeng bumi,
seperti terjadi di Walandano, Tompe Sirenja, Pantoloan Induk, dan Loli.

Bapak Taslim, Nelayan dari Pantoloan Boya menuturkan “Setelah
gempa, saya tidak masuk rumah. Saya tahu jika gempa terjadi harus
tetap waspada, dari jam 17.00 gempa besar terjadi saya terus memantau
laut. Waktu saya lihat air surut satu kali, saya teriak lari kepada semua
orang. Jadi sebelum BMKG mencabut status peringatan dini, saya sudah
teriak, saya menyeru agar warga segera lari.”

Dua studi tentang gempa dan tsunami Palu yang diterbitkan di Nature
Geoscience menyebutkan jika gempa Palu adalah peristiwa gempa
supershear langka. Setidaknya kurang dari 15 gempa yang bergerak
sangat cepat dan sangat kuat pernah diidentifikasi. Umumnya kecepatan
gempa ada di kisaran 4-9 kilometer per detik.
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Ibu Alwiah, Perempuan Nelayan juga menuturkan “Jam 15.00 gempa
terus terjadi setiap setengah jam kalau saya tidak lupa, waktu itu saya
melihat laut itu hitam. Warnanya gelap dan seram sekali laut, susah
sekali saya jelaskan tapi saya tahu bahwa laut sedang tidak bersahabat.”

4 Pengetahuan Lokal dan Ketangguhan Warga

Satu bulan setelah gempa dan tsunami terjadi di Pasigala, Sulawesi
Tengah, Tim KIARA mencoba menelusuri jejak kebencanaan yang terjadi
di Sulawesi Tengah. Berdasarkan penuturan masyarakat di Pantoloan
dan Danau Rano, Sulawesi Tengah, mereka mengaku hidup dekat
dengan bencana. Tercatat dalam sejarah Sulawesi Tengah, tsunami
pertama kali terjadi tahun 1927 dengan gelombang setinggi 15 meter
yang menewaskan 15 orang dan 50 orang terluka. Gempa dan tsunami
terjadi lagi di tahun 1938 dan 1968.

“Dulu orang tua hanya bilang kalau pernah terjadi gempa dan ombak
tinggi di tahun 50-an, tidak jelas kapan itu tahunnya. Tsunami terjadi
di Pantai Barat, desa kami Pantoloan hanya kena ombak tinggi.” Ujar
Taslim.

Pengetahuan tentang kebencanaan di Pasigala sebenarnya telah
diceritakan oleh nenek moyang warga melalui riwayat tutur turun
temurun, menjadi dongeng pengantar tidur anak-anak pesisir.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun mencatat
setidaknya lebih dari 10 bencana alam gempa bumi yang tidak selalu
disertai tsunami terjadi di wilayah Sulawesi Tengah. Wilayah Sulawesi
Tengah adalah wilayah sangat rawan dan memiliki potensi gempa bumi
yang cukup tinggi. Sulawesi Tengah terletak di atas patahan sesar Palu-
Koro.

Sesar Palu Koro merupakan patahan yang membelah Sulawesi menjadi
dua bagian. Sesar Palu-Koro dimulai dari batas perairan Laut Sulawesi
dengan Selat Makassar hingga ke Teluk Bone. Sesar ini sangat aktif dan
memiliki pergerakan mencapai 35 hingga 44 milimeter per tahun. Sesar
Palu Koro merupakan patahan yang terbesar kedua di Indonesia setelah
patahan Yapen, Kepulauan Yapen Papua Barat dengan pergerakan
mencapai 46 milimeter per tahun. Kota Palu sendiri berada di atas sesar
Palu Koro.

Berangkat dari sejarah panjang gempa dan tsunami yang terjadi di
Sulawesi Tengah, Masyarakat Pesisir sebenarnya memiliki ketangguhan
untuk beradaptasi dengan bencana.

Masyarakat memiliki pengetahuan tentang peringatan dini bencana atau
early warning system yang beragam. Kami berkesempatan berjumpa



dengan masyarakat di Desa Rano yang desanya terletak sangat jauh
dari pemerintahan kota, terlebih lagi hingga hari ini masyarakat Rano
tidak memiliki sinyal telepon serta listrik. Desa Rano sudah ada sejak
tahun 1800 dan menjadi rumah bagi lebih dari 300 Kepala Keluarga
masyarakat adat dari suku Balaesang Tanjung.

Ketika gempa terjadi pada tanggal 28 September 2018, Bapak Samin,
Kepala Desa Rano dan sebagai tokoh yang sadar bencana memberikan
komando kepada warga untuk keluar dari rumah dan berkumpul di
lapangan.

Inisiatif Kepala Desa Rano berangkat dari pengetahuan yang diceritakan
kakek nenek tentang bencana ratus tahun lalu. Masyarakat adat Danau
Rano menyebut Gempa dengan sebutan Siaputa, dulu mereka menyebut
Tuhan dengan sebutan Siangputa. Masyarakat Adat Desa Rano pun
memiliki kata sendiri bagi Tsunami, yaitu Masamal atau air naik.

Bagi masyarakat Danau Rano, gempa terjadi karena Tuhan sedang
memainkan jarinya untuk mengingatkan umat manusia mencintai alam
dan tidak melakukan aktifitas yang merusak. Masyarakat Adat Desa
Rano pun percaya jika gempa terjadi maka warga harus mengucapkan
salam “Assalamualaikum” sebagai sapaan kepada bumi dan gunung
agar gempa segera berhenti.

“Kami tidak tahu apa itu tsunami, di desa kami tidak ada listrik sudah
ratusan tahun. Maka kami menyebutnya Masamal. Kalau kita melihat
hutan yang dikelola masyarakat, semua tumbuhan dan tanaman ada di
hutan semua mulai dari obat hingga kebutuhan pangan kami. Ini adalah
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pola ketahanan pangan Desa Rano, seperti kemarin ketika gempa dan
jalur Rano ke kota terputus, kami mengumpulkan pangan kami dari
hutan. Kami mencukupi diri kami sendiri, dengan apa yang kami miliki
dari hutan yang kami tanam.” Ujar Bapak Samin.

Bapak Samin menambahkan bahwa dari cerita nenek moyangnya,
jika terjadi gempa maka warga harus menjauh dari permukiman,
danau, gunung dan pohon tinggi. Hal ini senada dengan pengetahuan
dari masyarakat pesisir di Pantoloan Boya, |lbu Alawiah menuturkan
berdasarkan cerita dari neneknya, ketika gempa terjadi warga harus
menghindari dua unsur bumi yaitu api dan air.

4 Sang Ombak Tiga

Pesisir Kawasan Selat Sunda mengalami peristiwa kebencanaan serupa
pada kurun berdekatan dengan bencana Pasigala.

Tsunami melanda Selat Sunda pada tanggal 22 Desember 2018,
sedikitnya menelan 436 orang meninggal dan 7.202 terluka, 23 orang
hilang akibat peristiwa ini. Tsunami Selat Sunda disebabkan oleh letusan
Anak Krakatau disebabkan pasang tinggi dan longsor bawah laut karena
letusan gunung. Peristiwa ini menghancurkan daerah pesisir Banten dan
Lampung.

Tim KIARA berkesempatan mengunjungi saudara/l nelayan dan
perempuan nelayan di desa Labuan, Serang, Banten. Kami bertemu
dengan Serikat Nelayan Banten yang membagi pengalaman para
penyintas ketika tsunami terjadi.

Di antara mereka ada yang berada di tengah laut ketika tsunami terjadi,
bahkan ada yang berada dekat dengan gunung Anak Krakatau. Sebagai
pelaut ulung, para nelayan yang selamat itu menuturkan bahwa sudah
ada pengetahuan nelayan jika menghadapi ombak tinggi, yaitu mereka
harus pergi ke tengah mencari air lebih teduh.

“Nelayan tidak nggeh kalau itu tsunami, ada sekitar 4 perahu waktu
itu. Sewaktu melihat ombak tinggi, jangkar langsung saya tarik ke atas,
nyalakan mesin dulu. Lalu tunggu ombak itu datang dan harus mengikuti,
jangan dilawan, laut punya arusnya. Saya melihat Ombak Tiga, kalau
kata kakek saya mah itu ombak paling ganas.” Begitu Bapak Amran
salah satu penyintas tsunami yang berada di tengah laut menuturkan.

Masyarakat indonesia yang beragam memang punya pengetahuan
dan kata tersendiri untuk menyebut tsunami. Di Selat Sunda, nelayan
menyebut tsunami sebagai Ombak Tiga, di Sulawesi Tengah masyarakat
pesisir menyebutnya Bombatalu atau Bombetelu, di Pulau Simelue, Aceh
mereka menyebut Smong.
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Nelayan melalui budaya tuturnya mengenali ombak tiga sebagai
tantangan terbesar mereka ketika di tengah laut. Berdasarkan penuturan
nelayan yang selamat dari tsunami, ombak besar tsunami bergulung
sebanyak tiga kali. Di Palu, Sulawesi Tengah dan Selat Sunda, ombak
pertama yang bergulung kurang lebih 7 meter. Pada ombak kedua
tingginya mencapai 10 meter dan konon ombak ketiga bisa mencapai 15
meter hingga 20 meter.

28 Tsunami Pembangunan

Hariini, pengetahuan Ombak Tiga sudah jarang dikenali oleh masyarakat
pesisir khususnya para generasi yang lebih muda. Pengetahuan ini luntur
seiring dengan kemajuan jaman yang meninggalkan budaya tutur dari
masyarakat pesisir tentang bencana.

Pola adaptasi masyarakat atas bencana pun terdegradasi dengan
pembangunan modern yang cenderung mengabaikan atau bahkan
meninggalkan pengetahuan lokal masyarakat.

Sejarah gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah tidak membuat
pemerintah mengambil pilihan pembangunan kota yang ramah bencana.
Begitu juga di wilayah lain.

Berdasarkan Peta Sumber Gempa Nasional yang diluncurkan oleh
KemenPUPR tahun 2017, telah menyebutkan ancaman gempa dari Sesar
Palu Koro. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Badan Geologi tahun
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2012 yang menyebutkan kerentanan likuifaksi di wilayah yang sudah
memiliki sejarah pernah terjadi seperti Petobo dan Bala Roa di Sulawesi
Tengah.

Namun, informasi demikian cenderung diabaikan pemerintah demi
pengembangan pembangunan Kawasan yang dilakukan atas nama
kepentingan investor oleh pemerintah daerah. Di Teluk Palu, 33,3 hektar
wilayah pesisir dijadikan area reklamasi tanpa mempertimbangkan
Dokumen ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan Hidup) yang
sebelumnya telah menunjukkan beberapa catatan negatif jika reklamasi
terus dilakukan.

Dampak negatif yang terdapat di dokumen ANDAL sebagai berikut:
Pertama, hasil evaluasi ANDAL disebutkan bahwa proyek reklamasi
mulai tahap pra kontstrukis, tahap konstruksi hingga pasca konstruksi
didominasi dampak negatif. Kedua, dalam dokumen ANDAL
menyebutkan dampak kegiatan yang dilakukan pada tahap pra-
konstruksi menimbulkan dampak negatif pada presepesi masyarakat.
Hal ini bersumber dari kegiatan sosialisasi dan survey penetapan lokasi
yang tidak melibatkan masyarakat dan minim partisipasi. Ketiga, pada
tahap konstruksi, dampak negative pada komponen fisik, kimia dan
biologi salah satunya adalah hilang atau berkurangnya spesies ikan
tertentu. Keempat, pasca konstruksi dan operasional, dampak negatif
berupa kerusakan ekologi pesisir, social ekonomi, budaya dan kesehatan
masyarakat.



Pada kesimpulannya, ANDAL menyebutkan dampak negatif lebih
dominan dirasakan masyarakat dari pembangunan reklamasi di Palu,
Sulawesi Tengah. Namun, atas dasar pembangunan dan kebutuhan
investor, reklamasi Palu terus dilakukan tanpa mempertimbangkan
ANDAL yang sudah ada.

“Kami sudah berjuang untuk melawan pembangunan reklamasi,
karena kami tidak melihat kepentingan masyarakat dari pembangunan
reklamasi. Jelas ini soal bisnis dan kami adalah tumbalnya. Ketika gempa
dan tsunami terjadi, reklamasi malah memakan manusia hidup-hidup.
Dalam hal ini kita mau menuntut siapa? Investor yang diuntungkan
sudah kabur, kami yang harus melihat saudara/l kami menangis.” Ujar
Bapak Danil Sahabudin, Ketua Serikat Nelayan Teluk Palu.

Masyarakat memang membutuhkan pembangunan guna mobilitas
sosial dan kapital, tapi seharusnya dan pasti ada peta pembangunan
yang memungkinkan untuk tidak malah mengorbankan manusia dan
alam.

Pembangunan reklamasi di 42 titik di Indonesia untuk siapa? Demi apa?
Belajar dari pengalaman di Selat Sunda dan Teluk Palu, pembangunan
yang tidak memperhatikan manusia dan ekologi malah meningkatkan
kerentanan manusia terhadap bencana. Semesta menyiapkan segala
hal yang dibutuhkan oleh manusia, tapi tidak akan pernah cukup untuk
memenuhi keserakahan segelintir manusia. Kita harus belajar dari semua
bencana itu! (SH)



BENCANA ALAM DAN
PERAMPASAN RUANG
HIDUP MASYARAKAT
PESISIR




alam beberapa tahun

terakhir, Indonesia terus

menerus digempur
bencana. Tapi tahukan kita apa itu
pbencana? Undang-undang No. 24
Tahun 2007 tentang Kebencanaan
Pasal 1 ayat 1 menjelaskan,
pbencana adalah peristiwa
atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebalbkan,
baik oleh faktor alam dan/atau
faktor nonalam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan
timbulnya korban jiwa manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian
harta benda, dan dampak
psikologis.

Pada ayat 2 sampai 4 UU No. 24 Tahun 2007,
disebutkan sejumlah kategori bencana,
yaitu: bencana alam, bencana non-alam,
dan bencana sosial. Bencana alam adalah
bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiwa yang disebabkan
oleh alam antara lain berupa gempa bumi,
tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,
angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-
alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam
yang antara lain berupa gagal teknologi,
gagal modernisasi, epidemi, dan wabah
penyakit. Sedangkan bencana sosial adalah
bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan
oleh manusia yang meliputi konflik sosial
antarkelompok  atau antar komunitas
masyarakat, dan teror.



Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) - BNPB (Badan Nasional
Penanggulangan Bencana) mencatat, lebih dari 1.800 kejadian bencana
pada periode tahun 2005 hingga 2015 lebih dari 78% (11.648) kejadian
bencana merupakan bencana hidro meteorologi dan hanya sekitar
22% (3.810) merupakan bencana geologi. Kejadian bencana kelompok
hidrometeorologi berupa kejadian bencana banjir, gelombang ekstrim,
kebakaran lahan dan hutan, kekeringan, dan cuaca esktrim. Sedangkan
untuk kelompok bencana geologi yang sering terjadi adalah gempabumi,
tsunami, letusan gunung api, dan tanah longsor. Kecenderungan jumlah
kejadian bencana secara total untuk kedua jenis kelompok yang relatif
terus meningkat.

Dalam tiga tahun terakhir (2017-2019), BNPB mencatat sejumlah
bencana sebagai berikut: longsor sebanyak 726 kali; banjir sebanyak
875 kali; gelombang pasang sebanyak 14 kali; dan gempa bumi sebanyak
28 kali. Di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, berbagai bencana ini,
khususnya gempa bumi sering diiringin dengan bencana tsunami dalam
skala besar. Data Statistik Sumberdaya Laut dan Pesisir 2017 mencatat,
sejumlah bencana yang terjadi dalam tiga tahun terakhir, di desa pesisir
Indonesia, yaitu: tanah longsor di 737 desa, banjir di 2.651 desa, banjir
bandang di 307 desa, gempa bumi di 790 desa, dan tsunami di lebih
dari 9 desa.



Dengan adanya berbagai bencana tersebut, hampir 300 orang telah
meninggal dunia, 1.128 orang mengalami luka-luka, dan 3.341.796 orang
harus mengungsi ke tempat yang aman. Berdasarkan hal tersebut,
bencana alam adalah bom waktu bagi masyarakat Indonesia yang dapat
meledak kapan saja tanpa diketahui waktu dan tempanya.

Namun, di balik rentetan bencana yang terus datang, terdapat
praktik perampasan ruang hidup masyarakat pesisir. Ini merupakan
perkembangan terbaru yang patut dibaca dan dipelajari dengan
seksama. Fakta-fakta di lapangan membuktikan, bencana tsunami di
Selat Sunda dan Palu, Sulawesi Tengah, menjadi pintu masuk pengusiran
masyarakat pesisir atas nama perlindungan dari kerawanan bencana.

Di Palu, setelah bencana terjadi, pemerintah merencanakan akan
membangun tanggul laut sepanjang 7,5 kilometer dan setinggi 3 meter
yang akan terbentang dari Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi hingga ke
kawasan penggaraman Pantai Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.
Tanggul ini akan dibangun dengan alasan untuk melindungi masyarakat
dari ancaman tsunami. Dengan dibangunnya tanggul tersebut, maka
sebanyak 1.412 keluarga nelayan di Palu akan mengalami kesulitan untuk
mengakses laut.

Padahal, ada pelindung laut yang lebih aman, murah, dan alami yaitu
hutan mangrove. Dalam catatan KIARA, mangrove memiliki dua fungsi
utama, vaitu fungsi fisik dan kimiawi. Fungsi fisik mangrove adalah
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untuk melindungi pantai dari abrasi dan ancaman gelombang tinggi,
penyangga proses rembesan air laut ke tanah, penjaga intrusi air laut, dan
sebagai penahan sedimen secara terus-menerus. Adapun fungsi kimia
mangrove adalah untuk penyerap karbondioksida sekaligus sebagai
tempat daur ulang oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan
hewan.

Selain memiliki fungsi fisik dan kimiawi, keberadaan hutan mangrove
juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang sangat penting bagi
masyarakat yang tinggal di desa pesisir. Pusat Data dan Informasi
KIARA (2019) mencatat, saat ini tercatat sebanyak 6.829 desa pesisir
di seluruh Indonesia memiliki income dari praktik pemanfaatan hutan
mangrove. Dengan demikian, akan ada banyak dampak positif dengan
ditanamnya mangrove di kawasan rawan bencana gempa dan tsunami,
seperti di Palu, dibandingkan dengan membangun tanggul laut, yang
pasti berbiaya mahal.

Tataruang, khususnyaruang laut di Palu seolah kembali ke titil nol dengan
adanya bencana gempa bumi, likuifaksi dan tsunami yang terjadi akhir
tahun 2018. Kondisi yang seperti ini memudahkan perampasan ruang
di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Inilah yang harus dilawan oleh
masyarakat.

Selain di Palu, praktik perampasan ruang hidup masyarakat pesisir
terjadi di Lampung, khususnya Pesisir Lampung Selatan, setelah
kejadian tsunami Selat Sunda. Atas nama perlindungan dari kerencanan
bencana, masyarakat diminta untuk bergeser sejauh dua kilometer dari
pantai ke arah pegunungan. Namun, pada saat yang sama, di kawasan
pesisir selatan Lampung telah disiapkan sejumlah proyek pembangunan,
diantaranya proyek pariwisata, proyek pertambangan, dan proyek
reklamasi.

Hal ini dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038. Dampaknya, sebanyak =
1.462 keluarga nelayan akan terdampak tiga proyek pembangunan ini. ,
(PR)
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Mangreve, selaifr berfungsi
melindungi pantai dari abrasi
dan ancaman gelombang
tinggi, penyangda proses
rembesan:air laut ke tanah;
penjaga intrusiair laut, dan
sebagai penahan sedimen
secara terus-menerus, ternyata
hutan mangrove juga memiliki
fungsi sosjal dan ekonomi
vang sangat penting bagi
masyarakat yang tinggal di
desa/pesisir.
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PEREMPUAN NELAYAN
PENYINTAS BENCANA GEMPA
DAN TSUNAMI PASIGALA

BANGKIT DAN

etak geografis Indonesia
Lyang berada di garis equator
menjadikan Indonesia kaya
A 2Kan sumber daya alam. Namun,
letak geografis Indonesia yang
.“ juga berada di sepanjang jajaran
.. lingkaran api pasifik (ring
of fire), hal ini menjadikan
\‘ Indoensia memiliki kerentanan
; yang cukup tinggi terhadap
% bencana gempa bumi
¥ maupun letusan gunung
Merapi. Ditambah lagi
dengan komposisi luas
wilayah perairan yang lebih
luas, kerentanan bencana
gempa bumi seringkali
dibarengi dengan potensi
adanya bencana tsunami
yang terjadi di pesisir dan
pulau-pulau kecil yang ada
di Indonesia.
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Di sepanjang tahun 2018, berbagai
bencana alam dari gempa bumi sampai
dengan bencana tsunami melanda berbagai wilayah
di Indonesia. Salah satunya adalah bencana gempa bumi dan
tsunami yang melanda wilayah Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah,
di bulan September 2018 lalu. Bencana gempa bumi dan tsunami yang
memakan korban hingga ribuan orang ini, khususnya masyarakat pesisir
yang sangat terdampak dari bencana tsunami, menjadi kisah sedih yang
terus berulang.

Sejarah akan bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda wilayah
Palu dan sekitarnya ini telah tercatat sejak 1905. Selama kurang lebih
sembilan puluh tahun terakhir, tercatat bahwa terdapat lebih dari 10
bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Palu, Sulawesi
Tengah.

Dari banyaknya jumlah korban yang terus berjatuhan akibat dari
bencana gempa dan tsunami yang ada di Palu, terdapat seorang
perempuan dengan pengetahuan lokalnya berhasil menyelamatkan
hidup keluarganya dari bencana besar tsunami.

Perempuan tersebut adalah Alwiya, seorang perempuan nelayan asal
Desa Tongge, yang selamat dari bencana gempa bumi dan tsunami
di Palu. Ibu Alwiya - atau biasa dipanggil dengan sebutan ‘Mami’ -
merupakan salah seorang perempuan nelayan berumur 53 tahun. Sejak
kecil Mami telah diceritakan oleh neneknya tentang bencana yang akan
melanda Palu nantinya.

Dibesarkan di wilayah pesisir dengan keluarga yang berlatar belakang
keluarga nelayan, Mami telah terbiasa dengan kehidupan nelayan dengan
berbagai tantangannya. Kehidupan Mami lekat dengan kehidupan
pesisir, ia mengibaratkan rumahnya adalah laut dan ombak. Sejak Mami
lahir, dewasa hingga menikah, laut adalah teman baginya.

Ambo, suami dari Mami juga berprofesi sebagai nelayan tradisional.
Sudahlebih dari10 tahun terakhir, Mami dan Ambo pergi melaut bersama,
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mereka bekerja sama untuk menangkap |kan d| laut. Meskipun segala
tantangan yang dihadapinya sebagai perempuan nelayan tradisional,
Mami tidak pernah bosan untuk mensyukuri kehidupannya yang sangat
erat dengan kehidupan pesisir ini.

(4 Pengetahuan Perempuan Nelayan

Sejak kecil, Mami telah terbiasa dengan berbagai cerita yang diceritakan
orang tua maupun neneknya terkait dengan alam sekitarnya. Salah
satunya adalah cerita mengenai sejarah kebencanaan Palu yang telah
terjadi selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Terngiang di kepala Mami
bagaimana cerita dan petuah dari neneknya yang berharap bencana
yang menimpa neneknya tersebut tidak akan menimpa dirinya.

Namun, dengan letak geografis Indonesia yang memang terletak di
atas lempengan utama dan berada di sepanjang lingkaran api pasifik,
bencana gempa tidak dapat dihindari. Bencana gempa yang terkadang
disusul dengan bencana tsunami telah menjadi bencana rutin bagi
warga Palu, Sulawesi Tengah.

Mami yang besar dengan kehidupannya berdampingan dengan pesisir
dan laut telah mengajarkannya berbagai pengetahuan dasar mengenai
alam sekitarnya. Dari pengalamannya yang begitu panjang dan petuah
yang sering ia dapatkan dari nenek maupun orang tuanya, Mami sangat
memahami kapan waktu-waktu yang tepat bagi nelayan hanya dengan
melihat warna langit dan cahaya dari laut. Pengetahuan lokal ini juga
yang kemudian menyelamatkan Mami dan keluarganya dari bencana
tsunami yang melanda Palu di bulan September 2018 lalu.

Pada sore 28 September 2018 kala itu, Mami mendengar pemberitaan
dari pemerintahan setempat yang mengatakan adanya kemungkinan
gempa besar yang terjadi di wilayah Palu dan sekitarnya pada jam 19.00
waktu setempat. Namun dalam pemberitaan tersebut, pemerintah
memberitakan bencana gempa yang terjadi tidak akan berpotensi
untuk menimbulkan bencana susulan tsunami dan hanya menghimbau
warganya akan bencana gempa yang akan terjadi. Oleh karena itu, Mami
yang bertempat tinggal hanya tiga meter jauhnya dari pesisir laut tidak
mengkhawatirkan akan bencana susulan. Mami dan suaminya sepakat
untuk tidak pergi melaut. Pada saat itu Mami memutuskan memasak dan
membakar ikan untuk makan malam bersama keluarga besarnya.

Meskipun begitu, sore itu, tepatnya pukul 17.30 waktu setempat, Mami
merasakan adanya perbedaan yang begitu kentara dari laut yang dilihat
dari jendela rumahnya. la melihat cahaya laut tidaklah sebiru biasanya,
melainkan berwarna hitam pekat yang menyeramkan. Melihat cahaya
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dan warna laut yang begitu menyeramkan, Mami secara langsung
mengatakan pada suami dan keluarganya akan kegelisahannya dan
kekhawatiranya akan kemungkinan adanya bencana susulan dari gempa.

Tsunami terjadi pada pukul 18.02 waktu setempat, Mami melihat
gelombang air pasang tinggi yang menghantam tanggul dan pohon-
pohon mangrove yang ada di wilayah pesisir dekat rumahnya.

“Sekitar jam 17.00 itu gempa besar, saya rasanya diblender di dalam
rumah. Bara api yang saya pakai untuk membakar ikan malah kena
kaki saya. Karena waktu itu saya dan Ambo benar-benar di aduk, untuk
bangun saja kami susah sekali” Ujar Mami.

Setelah gempa mulai reda, Mami dibantu suami untuk keluar dari rumah
dan menyelamatkan diri. Waktu itu Mami melihat ada warga yang
memerintahkan ia untuk lari ke tempat lebih tinggi. Tanpa memikirkan
harta benda, Mami dan Ambo lari meninggalkan rumahnya.

Persis dengan dugaan Mami akan adanya gelombang tsunami yang lebih
besar, pada gempa susulan kedua kalinya, gelombang air meningkat
dengan tajam hingga 5-7 meter dan menyapu bersih wilayah pesisir
tempat tinggalnya. Namun pada saat itu, Mami tidak mengira rumahnya
akan benar-benar habis disapu ombak.

“Saya pikir masih ada sisa sedikit rumah itu. Saya baru saja punya hasil
tangkap yang bagus, uang hasil tangkap itu saya taruh di gulungan kain
dan saya taruh di bawah Kasur. Pas Ambo turun, dia bilang semua rumah
habis, saya Cuma bisa diam. Sedih bercampur rasa syukur, kami selamat
dari bencana” Ujar Mami.

Sebagai penyintas dari bencana gempa dan tsunami, kini Mami tinggal
di salah satu hunian sementara (Huntara) yang diberikan oleh lembaga
donatur. Mami sangat menyayangkan pemberitahuan pemerintah
setempat yang mengatakan tidak adanya potensi tsunami yang
akan terjadi. Pemerintah tidak pernah belajar dari sejarah panjang
kebencanaan gempa dan tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah.

Wilayah pesisir yang seharusnya dijaga kelestariannya dengan tanaman-
tanaman mangrove tidaklah menjadi prioritas pemerintah. Padahal, bagi
Mami adanya tanaman mangrove yang ada di wilayah pesisir tempatnya
tinggal menjadi penolong bagi keluarganya untuk dapat menyelamatkan
diri. Bencana gempa dan tsunamiini kembali menjadi pembelajaran yang
berharga bagi Mami untuk kemudian dapat diteruskan pada generasi-
genarasi muda selanjutnya. (NF)
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HUKUM & KEBIJAKAN

esisir dan pulau-pulau

kecil merupakan salah satu

sektor yang menjadi arah
pembangunan sejumlah proyek
yang akan dilakukan. Bencana
alam menjadi salah satu pintu
masuk sumber “bencana” baru
bagi masyarakat pesisir dan pulau-
pulau kecil. Sumber bencana baru
yvang dimaksud adalah pengabaian,
pelanggaran, perampasan,
pengusiran dan pemindah paksaan
(atau dengan kata yang lebih
halusnya disebut “relokasi”)
masyarakat dari ruang hidupnya
pasca terjadinya sebuah bencana
di pesisir atau pulau-pulau kecil. Hal
ini menjadi praktik yang dilegalkan
dan dilakukan oleh pemerintah atau
pihak swasta yang ingin merampas
ruang hidup masyarakat pesisir.

Praktik perampasan ruang yang dilegalkan
pemerintah tersebut dalam peraturan sempadan
pantai yang tertuang dalam Perpres no. 51
tahun 2016 dan Permen KP no. 21 tahun 2018
serta melalui Perda Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K").
Bersamaan dengan praktik perampasan ruang
tersebut, pemerintah yang bekerjasama dengan
pihak swasta telah menggagas dan menyiapkan
sejumlah proyek pembangunan yang tidak
berpihak kepada rakyat. RZWP3K juga menjadi
pintu masuk baru untuk sejumlah proyek
ekstraktif seperti, reklamasi dan pertambangan.

1 Sampai dengan Bulan April Tahun 2019, Perda RZWP3K yang telah disahkan
adalah 19 Provinsi dari total 34 Provinsi yang ada di Indonesia (https://
seanode.id/status/)




NAAAAAAAAAAARARAAAAAAAAAAAAAAAARAAAAAAAAAAARAAARRAAAAARIAAA
OOOOOOOBOBOOOOOOSOOOOONBOBOOBOBOOOOOBOONEO0

Eﬁgﬁ& 26 | Edisi 26 | Januari - Februari 2019

R R AR
Hasil pembangunan proyek-proyek tersebut akan menyebabkan semakin

legal dan maraknya praktik perampasan ruang hidup serta privatisasi

pesisir dan pulau-pulau kecil pra dan pasca bencana alam. Sehingga

dengan kata lain, bencana alam akan memuluskan dan melegalkan

langkah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perampasan ruang

hidup masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

3 TEMUAN LAPANGAN

Temuan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) atas bencana
yang menjadi sumber bencana baru bagi masyarakat pesisir sangatlah
masif dan terstruktur. Pelanggaran tersebut mengarah kepada praktik
kejahatan yang dilihat dalam skala besar. Skala besar yang dimaksud
karena merampas ruang hidup masyarakat pesisir disuatu wilayah
pesisir yang terkena dampak bencana.

Praktik yang melegalkan pelanggaran dan perampasan ruang hidup
tersebut dapat dilihat di dua lokasi yaitu Lampung dan Sulawesi Tengah
yang terkena bencana khususnya tsunami pada tahun 2018.

4 Lampung

Pertama, terjadi di Pesisir Lampung Selatan, dimana setelah terjadinya
tsunami, masyarakat yang tinggal di pesisir tersebut diminta dan dipaksa
pemerintah untuk pindah sejauh 2 km ke arah pegunungan. Setelah
ditelusuri lebih jauh, ternyata di wilayah pesisir tersebut telah disiapkan
pemerintah untuk berbagai proyek seperti pariwisata, reklamasi dan
pertambangan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah (Perda)
Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Perda tersebut dalam jangka waktu 20
tahun (tahun 2018-2038).

Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat, bahwa proyek reklamasi,
pariwisata dan pertambangan di Pesisir Lampung yang diatur dalam
Perda RZWP3K Lampung akan berdampak terhadap 1.462 keluarga
nelayan.

28 sulawesi Tengah (Palu dan Donggala)

Kedua, terjadi di Pesisir Provinsi Sulawesi Tengah, dimana setelah terjadi
gempa dan tsunami yang melanda Palu dan Donggala, pemerintah
merencanakan untuk memindahkan atau merelokasi masyarakat pesisir
yang terkena dampak tsunami ke kelurahan Tondo yang berjarak 20
km dari lokasi awal masyarakat dan merupakan dataran tinggi. Ini
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mengakibatkan masyarakat pesisir khususnya nelayan akan kehilangan
mata pencaharian dan profesinya sebagai nelayan.

Pemerintah telah melegalkan praktik perampasan ruang di seluruh
provinsi di Indonesia. Salah satu contonya adalah Provinsi Sulawesi
Tengah. Hal tersebut terjadi dengan mensahkan Perda RZWP3K
Provinsi Sulteng. Ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 52 yang melegalkan
pembangunan fisik buatan untuk mitigasi bencana. Pembangunan fisik
buatan ini dapat berwujud sebagai reklamasi atau tanggul laut.

P8 Ruang Hidup Masyarakat Pesisir

Praktik-praktik seperti yang telah dijelaskan di bagian atas, sangat
bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2010
yang memberi mandat kepada pemerintah untuk melindungi hak-hak
masyarakat pesisir beserta ruang hidup mereka; serta Undang Undang
No. 7 Tahun 2016 yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk
melindungi dan memberdayakan nelayan, pembudidaya ikan dan
petambak garam dengan cara yang adil dan berkelanjutan.

Sesuai dengan mandat yang telah diberikan, negara melalui pemerintah
harus menjalankan mandat tersebut dan memastikan agar tidak
adanya pengabaian serta pelanggaran-pelanggaran kembali terhadap
pengakuan atas hak-hak dan ruang hidup masyarakat pesisir dan pulau-
pulau kecil sesuai dengan amanah putusan MK No. 3 Tahun 2010 - UU
No. 07 Tahun 2016 dan UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. O1 Tahun 2014.

KIARA percaya masyarakat pesisir memiliki ketangguhan untuk
menghadapi bencana. Melakukan pemaksaan relokasi dari tempat
tinggal nelayan ke daerah yang jauh dari laut adalah respon salah
negara dalam membangun ketangguhan masyarakat pesisir Indonesia
serta membangun ekonomi pasca bencana. Belajar dari pengetahuan
dan pengalaman masyarakat pesisir, kerentanan masyarakat terhadap
bencana disebabkan oleh pembangunan yang ekstraktif dan eksploitatif.

KIARA menghimbau, pemerintah harus menjamin ruang hidup nelayan
Indonesia. Salah satunya dengan menanam kembali mangrove atau
pun tanaman pesisir lainnya yang bisa membangun ketangguhan
masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga harus melakukan sosialisai dan
simulasi yang dihadiri oleh seluruh masyarakat.

Berangkat dari poin di atas, nelayan hanya butuh kembali melaut.
Hentikan pengusiran nelayan dengan dalih evakuasi dan zonasi. (FS)



RIGNOLDA
DJAMALUDDIN

AKADEMISI PEMBELA
NELAYAN TRADISIONAL

ignolda Djamaluddin

berusaha membayar

lunas amanat Tri
Dharma Perguruan Tinggi:
Pendidikan, Penelitian dan
Pengabdian Pada Masyarakat.
Dia menggunakan ilmu
pengetahuan untuk membela
lingkungan hidup, masyarakat
pesisir dan nelayan

tradisional di Sulawesi Utara.

2 April 2009, Kongres Nelayan
Tradisional Sulawesi Utara
memasuki sesi pemilihan ketua
ANTRA (Asosiasi Nelayan
Tradisional). Peserta kongres
mengusulkan 2 nama: Jull
Takaliuang dan Rignolda
Djamaluddin. Nama pertama
menyatakan kesediaannya,
yang disebut terakhir sempat
menolak.

“Semestinya  yang memimpin
organisasi ini adalah nelayan.
Bila masih dimpimpin oleh yang



NAMA dan PERISTIWA

b bukan nelayan penuh, maka ini menjadi
indikator kegagalan pengorganisasian,”
ujar Rignolda pada peserta kongres.

Namun, ketika mayoritas peserta
memilihnya sebagai ketua ANTRA,
Rignolda tak bisa berkelit. la menerima
mandat itu dan segera membagi
tanggungjawab: menjalani profesi sebagai
tenaga pengajar di Fakultas Perikanan
dan llmu Kelautan (FPIK) Universitas Sam
Ratulangi (Unsrat), dan pada saat bersamaan
melakukan advokasi hak-hak nelayan
tradisional di Sulawesi Utara.

ANTRA adalah organisasi yang dideklarasikan
oleh 92 perwakilan nelayan tradisional dari 8
kabupaten dan 2 kota di Provinsi Sulawesi
Utara. Visinya, “Mewujudkan otonomi dan kedaulatan nelayan atas
sumberdaya pesisir dan laut sebagai sumber penghidupan”.

Sejak terbentuk, ANTRA telah melakukan pembelaan hak-hak nelayan
tradisional. Pada 2009 hingga 2013, organisasi ini memainkan peran
penting dalam penolakan reklamasi Sario Tumpaan, Manado. Bersama
nelayan setempat, ANTRA memperjuangkan ruang terbuka pantai dan
ruang tambat perahu nelayan tradisional. Tahun 2011 mereka terlibat
dalam aksi penolakan reklamasi Kalasey, Minahasa. Konsolidasi dan
organisir nelayan berhasil menghentikan reklamasi di dua kawasan
tersebut. Sekitar tahun 2013, ANTRA mendampingi warga desa Bulo
untuk melawan privatisasi pantai.

Hingga saat ini, ANTRA terus melawan perampasan ruang hidup yang
sedang dihadapi oleh komunitas nelayan Malalayang Dua, Manado.
Lebih dari dua puluh tahun mereka menjalani hidup tanpa kepastian hak
tinggal. Sebab, BPN menerbitkan sejumlah Hak Guna Bangunan (HGB)
tepat di wilayah pemukiman nelayan Malalayang Dua yang merupakan
lahan gisik, hingga ruang laut.

Dalam momen-momen tersebut, Rignolda Djamaluddin menampilkan
perpaduan sikap yang jarang dimiliki akademisi di negeri ini: cerdas,
berani dan berpihak pada nelayan tradisional. la menawarkan solusi
bagi penyelamatan wilayah pesisir, namun dapat segera ditemui di tepi
pantai ketika membela hak-hak konstitusional nelayan tradisional.

Keterlibatan dalam advokasi berulang kali membuatnya berurusan
dengan hukum. Entah sudah berapa banyak Rignolda memenuhi
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panggilan kepolisian. Bahkan, pada 2005, PT. Newmont Minahasa Raya
pernah memperkarakannya ketika melakukan pembelaan hak-hak warga
Buyat. Dalam perkembangannya, pengadilan menyatakan Rignolda
Djamaluddin tidak bersalah di mata hukum.

“Kriminalisasi itu fatal. Kita seperti kembali ke masa Galileo. Orang
bisa divonis karena pandangan pengetahuan,” kenang Rignolda.
“Seharusnya kebenaran ilmu pengetahuan diuji secara ilmiah, bukan
di ruang pengadilan. Hukum tidak bisa memutuskan kebenaran ilmu
pengetahuan.”

Panggilan polisi dan ancaman pidana tidak berhasil melunturkan
prinsipnya. Sampai sekarang, Rignolda terus mengadvokasi hak-
hak nelayan tradisional dan menentang perusakan lingkungan. Bagi
dia, tindakan-tindakan tersebut merupakan bagian dari Tri Dharma
Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada
Masyarakat.

Sebab, dia meyakini, indikator keberhasilan institusi pendidikan bisa
dilihat dari lahirnya aktor-aktor yang berkontribusi pada keberlanjutan
lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,
nelayan tradisional, pembudidaya ikan, dan lain sebagainya.

“llmu pengetahuan akan kehilangan makna dan arah apabila hanya
ada di ruangannya sendiri. la berkembang untuk menjawab persoalan-
persoalan kehidupan,” terangnya.

?8 Membentuk Scientific Exploration

Awal 2019, Rignolda Djamaluddin menginisiasi sebuah program
eksplorasi Teluk Manado yang dinamakan Scientific Exploration. Dalam
program ini, ia mengajak akademisi, peneliti, fotografer, penyelam
profesional dan nelayan tradisional.

Tim yang tergabung dalam Scientific Exploration bekerja secara
sukarela, namun berkomitmen melahirkan pengetahuan tentang jenis
dan sebaran karang, serta melahirkan data terkini yang dapat menjadi
referensi belajar untuk masyarakat.

Eksplorasi akan dilakukan selama lima bulan, mulai Januari hingga Mei
2019 dan bisa diperpanjang sesuai kondisi di lapangan. Mereka telah
menetapkan 8 site pengamatan bawah laut, mulai dari batas kota
Manado hingga perairan Tongkaina.

Eksplorasi itu menjadi penting mengingat sejumlah program
pembangunan yang telah danakan dilangsungkan di pesisir. Rencananya,
hasil kegiatan itu akan menyajikan wilayah sebaran karang, yang dapat
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memberi gambaran pada pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan
pembangunan.

“Kita tidak bisa membahas laut dari atas gunung. Kalau ingin bikin
kebijakan tentang laut, kita harus memahami sumberdaya itu dengan
baik. Karena dari banyak fakta yang kami lihat, ketidakpahaman terhadap
sistem yang berlaku di laut berakibat melahirkan keputusan yang
ceroboh, dengan mengesampingkan potensi-potensi yang dimilikinya,”
terang Rignolda.

Belum sebulan menjalankan kegiatan, tim Scientific Exploration telah
menggemparkan kota Manado. Mereka mendokumentasikan kerusakan
terumbu karang akibat aktifitas reklamasi di pantai Malalayang Dua, lalu
mendesak pemerintah provinsi untuk segera menghentikan praktik itu.
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Sebelumnya, menindaklanjuti laporan nelayan setempat, tim Scientific
Exploration melakukan dua kali pengamatan visual bawah laut pada
tanggal 3 dan 9 Januari 2019. Dalam kurun waktu tersebut, mereka
mendapati reklamasi berdampak kerusakan karang.

Menanggapai temuan itu, Olly Dondokambey, Gubernur Sulawesi Utara
menyatakan, tidak pernah mengeluarkanizin timbun di pantai Malalayang
Dua. Dia meminta instansi terkait untuk segera menghentikan aktivitas
tersebut dan menangkap pelakunya.

4] Nelayan Tradisional dan Keberlanjutan Lingkungan

Rignolda Djamaluddin adalah seorang akademisi dengan Kkarir
cemerlang. la terdaftar sebagai mahasiswa FPIK Unsrat pada tahun
1985. Enam tahun berselang, pada 1991, dia menjadi dosen tetap di
almamaternya

Di tahun 1994, Rignolda merampungkan jenjang magister di Institut
Pertanian Bogor. Kemudian, pada tahun 2002, dia berhasil menggapai
gelar PhD di School of Natural and Rural Systems Management University
of Queensland, Australia.

Lalu, bagaimana seorang dengan karir akademik yang mapan rela
berulang kali dipanggil aparat kepolisian dan berurusan dengan hukum
karena keberpihakannya pada nelayan tradisional dan lingkungan hidup?

Bagi Rignolda, akademisi adalah profesi yang memiliki tanggungjawab
untuk menghadirkan solusi bagi masyarakat pesisir dan nelayan
tradisional, mengubah cara pandang terkait laut yang masih bias darat,
memberi kontribusi positif pada perlindungan sumberdaya kelautan
hingga mendesak negara untuk menjamin hak-hak masyarakat pesisir.

“Contohnya, ada yang bilang, hidup di pesisir itu berisiko. Betul. Tapi
ilmu pengetahuan harus bisa menjangkau risiko itu, bisa menjelaskan
dan memberi ukuran-ukuran pada risiko itu,” ujar Rignolda.

Pendidikan tinggi dikatakan gagal memenuhi tanggungjawab
keilmuannya ketika membiarkan masyarakat pesisir terus-menerus
hidup dalam kemiskinan di negara yang memiliki kekayaan sumberdaya
laut.

Konsekuensi dari kegagalan itu berdampak putusnya keberlanjutan
profesi ini. Anak-anak nelayan menempuh jenjang pendidikan tinggi
hanya untuk meninggalkan profesi orang tuanya. Padahal, Rignolda
percaya, upaya memperkuat laut harus dimulai dari keluarga di kawasan
pesisir dengan cara membuat anak-anak nelayan bangga pada profesi
orang tuanya.



, , Imu pengetahuan mendorong nelayan untuk menyerukan
optimisme, “Mari kita ke laut, mari kita eksplorasi laut ini,
mari kita manfaatkan laut ini karena laut adalah sumber

“Percuma segala kebijakan di laut, kalau tidak berhasil melahirkan
generasi-generasi yang berbudaya bahari,” kata Rignolda. Seharusnya,
ilmu pengetahuan mendorong nelayan untuk menyerukan optimisme,
“Mari kita ke laut, mari kita eksplorasi laut ini, mari kita manfaatkan laut
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ini karena laut adalah sumber kehidupan

Karenanya, negara perlu menghadirkan kurikulum-kurikulum tertentu
untuk memperkuat kualitas pengetahuan kelautan dan perikanan,
mulai dari tingkat pendidikan yang paling dasar. Akademisi juga harus
menjaga ilmu pengetahuan dari intervensi kepentingan politik dan
bisnis. Pembelaan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat pesisir
tidak boleh lagi dianggap sebagai penghambat pembangunan, apalagi
dikorbankan demi kepentingan jangka pendek.

“Budaya bahari tidak boleh hanya ada di dalam buku, kita harus
menumbuhkannya dengan menjamin hak-hak masyarakat pesisir.
Memisahkan mereka, memotong akses, tidak melindungi bahkan
merampas pemukiman adalah tindakan fatal,” pungkas Rignolda
Djamaluddin. (AK/TD)
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- Rignolda Djamaludin -
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Bahan-bahan:
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1. 14 biji udang (opsional 7. 1 butir telur asin (pakai
jumlahnya) merahnya saja, hancurkan

2. 1 biji bawang putih ulek halus dengan air)

3. 1sendok teh minyak wijen 8. secukupnya tepung tapioca

4.1 sendok kecap asin raja rasa 9. secukupnya merica
(boleh pakai merk lain) 10. secukupnya air

5. 1 biji cabe merah besar iris-iris/  11. kaldu jamur secukupnya (bisa
potong kotak-kotak ganti kaldu lainnya)

6. 5 daun salam koja (opsional
boleh pakai atau tidak)

A —

Cara membuat:

1. Cuci udang sampai bersih, rendam dengan bahan minyak wijen,
kecap raja rasa, merica, kaldu jamur, dan bawang putih yang sudah
diulek halus, aduk rata, diamkan terlebih dahulu biar meresap

2. Setelah direndam, siapkan tepung tapioka, beri sedikit kaldu jamur
lalu aduk tepungnya biar rata, masukan udang yang sudah direndam
kedalam tepung tapioka yang sudah dicampur kaldu bubuk

. Goreng dengan api kecil biar tingkat kematangan sempurna
dalamnya, dan goreng diminyak agak banyak, setelah digoreng
semua sisihkan

. Sekarang membuat saus telur asin, panaskan minyak cukup 1 sendok
makan minyak goreng, lalu masukan cabe tumis, daun salam koja,
tumis sampai harum

. Masukan kuning telur asin yang sudah dihaluskan dengan air
sebelumnya, dan tambah air secukupnya karena air akan menyusut,
aduk-aduk sampai mendidih dan matikan kompor, lalu siram saus
telor asin di atas udang yang sudah digoreng tadi, atau udang bisa
langsung dimasukan disaus dan diaduk-aduk

. Udang saus telur asin siap disajikan

ncoba Divumah....o
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